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Menimbang D a.

Mengingat - I

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah  Kabupaten Mimika tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan  Peraturan Bupati Mimika tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika
Tahun Anggaran 2023 dievaluasi oleh Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan  Peraturan  Bupati Mimika tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
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MEMUTUSKAN

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana hasil evaluasi
harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran
Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan
daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupten
Mimika Tahun Anggaran 2022, terhadap:

a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika
Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Mimika
tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten
Mimika Tahun Angaran 2022 khususnya aspek
konsistensi untuk disempurnakan pada Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2022, serta aspek legalitas dan
kebijakan sebagai rekomendasi tindak lanjut pada
tahun-tahun berikutnya;dan

b. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atas poin-poin Kketidaksesuaian
untuk disempurnakan pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD TA 2022 dan temuan Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti
sebagaimana rekomendasi BPK.

Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mimika wajib melakukan
penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali
kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.
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Bupati Mimika menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 menjadi
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Mimika tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 menjadi
Peraturan Bupati.

Bupati Mimika segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten = Mimika  tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan
Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 kepada
Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

7

AENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

e e I b

© o

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Menteri Keuangan RI di Jakarta;

Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;

Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;

INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di
Nabire;

Bupati Mimika di Timika;

Ketua DPRD Kab. Mimika di Timika.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 - 122 TAHUN 2023
TANGGAL :24 AGUSTUS 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2022

. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,
meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun-tahun
berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD
dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian
nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan
rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan
peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022, sebagai berikut:

1. Target anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 belum disajikan
secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD TA 2022 sehingga terdapat ketidaksesuaian pagu
anggaran antara lain:



2.

Tabel 1
Sandingan Pagu Anggaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang
Perubahan APBD TA 2022 dengan
Pagu Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

No Uraian Perubahan APBD Pertanggungjawaban Selisih

| Pendapatan Rp3.446.294.840.600,00 | Rp3.569.189.879.100,00 | Rp122.895.038.500,00
Transfer
Pemerintah
Pusat

2 Pendapatan Rp122.895.038.500,00 Rp0,00 (Rp122.895.038.500,00)
Transfer
Antar Daerah

3. | Belanja Rp550.000.000,00
Barang dan
Jasa

4. | Belanja Rp664.195.649.389,00 Rp664.196.354.389,00 Rp705..000,00
Modal
Gedung dan
Bangunan

5. | Belanja Rp691.262.504.137,00 Rp691.261.799.137,00 (Rp705.000,00)
Modal Jalan,
Jaringan,

dan Irigasi

6. | Belanja Tidak | Rp52.206.273.404,00 Rp51.656.273.404,00 (Rp550.000.000,00)
Terduga

7. | Belanja Bagi | Rp0,00 Rp381.514.398.900,00 Rp381.514.398.900,00
Hasil

8. Belanja Rp381.514.398.900,00 Rp0,00 (Rp381.514.398.900,00)
Bantuan
Keuangan

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mimika harus menyajikan pagu
anggaran pada rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2023 secara konsisten berdasarkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 belum sesuai dengan
nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD Tahun
Anggaran 2022. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
menyajikan Dana Penyesuaian pada Kelompok Pendapatan Transfer yang
dianggarkan sebesar Rpl132.370.115.000 dan terealisasi sebesar
Rp143.819.044.000 atau 108,65%.



3.

-3-

Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 belum
sesuai dengan struktur dan Kklasifikasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Struktur dan klasifikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan masih memedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 dimana peraturan dimaksud
telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020. Hal ini terjadi antara lain Pemerintah Kabupaten
Mimika masih menyajikan data Belanja Daerah dengan menggunakan
struktur Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Terhadap struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022,
Pemerintah Kabupaten Mimika harus menyajikan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Mimika TA 2022 sesuai dengan Kketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

B. LEGALITAS
Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian
informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1,

Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah
Kabupaten Mimika menyampaikan buku Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
berdasarkan Surat Plt Bupati Mimika Nomor 188.34/392/2023 tanggal
30 Mei 2023 hal Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA
2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



il

2. Pemerintah Kabupaten Mimika bersama dengan DPRD Kabupaten Mimika
menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 28 Juli 2023 sesuai dengan
Berita Acara atas Persetujuan Bersama Bupati Mimika dengan DPRD
Kabupaten Mimika Nomor: 903/535/2023 dan Nomor
188.34/293/DPRD, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan
Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Mimika TA 2022, belum sesuai dengan dengan
penyajian informasi sesuai dengan lampiran berdasarkan Surat Direktur
Jenderal Bina Keuangan Nomor 900.1.15.1/7476 /keuda tanggal 15 Maret
2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika harus

menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai dengan

kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran
2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
a. PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp5.392.024.388.604,61
atau 115,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.667.566.752.900,00.
Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok
pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar
Rp1.099.652.898.560,61 atau 100,12% dari yang dianggarkan
sebesar Rp1.098.376.873.800,00. Anggaran dan realisasi atas jenis
PAD Tahun Anggaran 2022, terdiri atas:



a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp248.956.199.560,00

atau 101,53% dari yang dianggarkan sebesar

Rp245.195.600.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai

berikut:

(1) Realisasi Pajak Daerah TA 2022 telah tercapai dan melampaui
target yang ditetapkan.

(2) Perhitungan dan penetapan target objek dan sub rincian objek
pendapatan pajak daerah dilakukan menyesuaikan potensi yang
ada sehingga dapat direalisasikan sesuai target yang
ditetapkan.

(3) Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan upaya strategis
dalam rangka pemungutan pajak daerah secara efektif dan
relevan dalam percepatan pemungutan pajak daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika agar dapat
mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan pajak pada
tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak
tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan
dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, meskipun mengalami pelampauan realisasi dari

target yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, masih

terdapat objek pajak yang tidak tercapai dari target yang
ditetapkan, antara lain:

(1) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran
(Fitness Center) terealisasi sebesar Rp338.982.038,00 atau
48,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00;

(2) Pajak Permainan Biliar dan Bowling terealisasi sebesar
Rp13.800.000,00 atau 13,80% dari yang dianggarkan sebesar
Rp100.000.000,00;

(3)Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10
(Sepuluh) terealisasi sebesar Rpl137.009.500,00 atau 45,67%
dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.

Tidak tercapainya reealisasi pajak diatas akan memengaruhi

ketersediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar

melakukan upaya-upaya yang efektif dan optimal untuk

peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan pajak daerah yang
tidak mencapai target yang ditetapkan, antara lain:



